
DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku-Buku Literatur : 

Asshiddiqie,J, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , (Yogyakarta:Sinar 

Grafika, 2011), 116 

Anwar, Y & Adang. 2013.  Krimonologi. Bandung, PT. Refika Aditama. 

Astomo, P. 2014. Hukum Tata Negara Teori dan Praktek. Yogyakarta, Thafa 

Media. 

Artmanda, F.  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang, Lintas Media. 

Bakir, H. 2011. Filsafat Hukum, Desain danArsitektur Kesejarahan. Bandung, 

Refika Aditama. 

Effendi, M. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum 

Nasional dan Internasional. Jakarta, Ghalia Indonesia. 

Hardjosoemantri, K. Hukum Perlindungan Lingkungan. Yogyakarta, Gadjah 

Mada University Press. 

Hamzah, A. 1995. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta, Arikha Media Cipta. 

Hoefnsgles, G.P, dalam bukunya Nawawi, B. 2008. Kebijakan Hukum Pidana 

Perkembangan  penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang, Kencana 

Prenadamedia Group. 

Jeff Hayness. 2000. Demokrasi di Dunia. Jakarta, Grasindo. 

Koeswadji. 1993. Hukum Pidana Lingkungan. Bandung, Citra Aditya. 

Muladi dan Nawawi, B. 2011. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung, 

Nawawi, B1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 

dengan Pidana Penjara. Semarang, Balai Penerbitan Undip. 

Murphy, E dan Coleman Jules L. 1984. The phylosophy of law: An Introduction 

To Jurisprudence, Totowa NJ, Rowman & Allenheld. 

Mertokusumo, S. 1999. Mengenal Hukum Sebab Pengantar. Yogyakarta, Liberti. 

Munir, F. 2009. Konsep Negara Demokrasi. Jakarta, Retika Aditama. 

Mulyadi, L. 2008. Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik. 

Bandung, PT. Alumni.   

Demonstrasi Menurut Undang-Undang.., Dede Rohmat, Fakultas Hukum, 2018



Mulyadi, M. 2008. Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non 

Penal Policy Dalam  Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan, 

Pustaka Bangsa Press. 

Mulder, A. 2008. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru. Semarang, Kencana Prenadamedia Group.     

Nurdin,B. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum di 

Indonesia. Bandung, PT.Alumni 

Nawawi, B. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group. 

Nawawi, B. 2011. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan. Bandung, PT Citra Aditya bakti. 

Nawawi, B. 2014. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru, Semarang, Prenadamedia Group.   

Nawawi. B. 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 

dengan Pidana Penjara. Semarang, Balai Penerbitan Undip. 

Nurwijayanti, S & Prasetyoningsih. N. 2009. Politik Ketatanegaraan. Yogyakarta, 

Lab Hukum  UMY. 

Priyono, AE. 2014. Merancang  Arah Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi,. 

Jakarta, Kepustakaan Pupuler Gramedia. 

Partanto, P.A dan Dahlan. M. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya, Arloka. 

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. 

Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia.  

Prinst, D. 2001. Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. 

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 

Reksodiputro, M. 1999. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. 

Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga 

Kriminologi Universitas Indonesia. 

Summary Report. 1974. Resource Material Series No. UNAFEI. 

Sunggono, B. 2010. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Pers. 

Soekanto, S. 2007. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 

Soedarto.1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung, Alumni. 

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni.   

Demonstrasi Menurut Undang-Undang.., Dede Rohmat, Fakultas Hukum, 2018



Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung, Sinar 

Baru.   

Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana Bandung, Alumni.   

Syamsuddin, D. 2000. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. 

Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu. 

Sarwat, A. Fiqih Politik. Jakarta, DU CENTER. 

Syarbaini, S. 2004. Sosiologi dan Politik, cetakan ke-2. Bogor, Ghalia Indonesia. 

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat 

Madani. Jakarta, Prenada Media. 

Wisnubroto, A. 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta, Universitas Atmajaya. 

Perundang-undangan : 

Undang- Undang Dasar ( UUD ) Amandemen. Bandung, Citra Umbara,2002. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bandung, Citra Umbara,2004. 

 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bandung, Citra Umbara,2004 

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Dimuka Umum. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Prosedur Tetap Polri Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan, Pegamanan, Penangan Perkara 

Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi Menurut Undang-Undang.., Dede Rohmat, Fakultas Hukum, 2018



 

Demonstrasi Menurut Undang-Undang.., Dede Rohmat, Fakultas Hukum, 2018




